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Perubahan APBD 2024 Rp’ 1 8 Tr|I|un

KAPUAS HULU TRIBUN -
Bupati Kapuas Hulu, Fran-
siskus Diaan menyampai-
kan pidato pengantar,Nota
keuangan tentang Raperda
Kabupaten Kapuas Hulu
tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024, da-
lam sidang paripurna, di
Gedung DPRD Kapuas Hulu,
Senin (26/8).

Dalam sidang paripurna
tersebut, Bupati menyam-
paikan Nota keuangan ten-
tahg rancangan peraturan
daerah Kapuas Hulu yaitu,
perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024. Salah satu
kegiatan rutin daerah yang
bisa dilaksanakan setiap
tahun anggaran, serta me-
rupakan bagian dari ke-
seluruhan tahapan sistem
pengelolaan keuangan dae-
rah yang bertujuan agar ter-
laksananya penatausahaan
keuangan daerah ~yang opti-
mal, transparan dan akun-
tabel.

“Pastinya perubahan
APBD pada prinsipnya me-
rupakan penyempurnaan
serta perbaikan atas APBD
murni tahun anggaran
2024, yang bertujuan untuk
mengakomodir berbagai per-

- ubahan pada anggaran pen-

dapatan maupun anggaran
belanja daerah, termasuk
pembiayaan daerah dengan
mempertimbangkan penca-
paian dari target pendapat-
an dan realisasi belanja ser-
ta kondisi keuangan yang

:sedang dihadapi,” ujarnya.

Hal ini bertujuan jelas
Fransiskus Diaan, agar tar-
get pendapatan daerah yang
digunakanuntuk membiayai
program dan kegiatan pada
perubahan APBD 2024, da-
pat terealisasi sesuai dengan
kondisi yang ada. %

Sedangkan Raperda Ka-
bupaten Kapuas Hulu ten-
tang perubahan APBD
2024, yaitu, secara kese-
luruhan untuk anggaran

PlDATO Bupatl Kapuas Hulu, Fransiskus Dlaan menyampai-

dilakukan mnyesuai ””ﬁi)
54 miliar lebih, sehingga to-
tal pendapa”i';an menjadi Rp

1,8 triliun lebih, yang berarti
'ﬁi‘engalami penyesuaian se-
“besar 3,03 persen.

Untuk anggaran .bela:_lja,
semula dialokasikan sebesar
Rp 1,7 triliun lebih dilaku-

g @{lpuma di Gedung DPRD Kapuasr

kan rasionalisasi Rp 73 mili-
lebih, sehingga anggaran
belanja menjadi sebesar Rp
1,8 triliun lebih atau naik
sebesar 4,11 persen.

Dari sisi penerimaan pem-
biayaan yang semula sebe-
sar Rp 3,5 miliar dilakukan
penyesuaian Rp 24 miliar
lebih, sehingga penerimaan
pembiayaan jadi sebesar Rp
27 miliar lebih. (rul)
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